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PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan 
merupakan salah satu bagian dari Bank Umum Syariah. Salah satu produk yang 
ditawarkan  oleh bank yaitu pembiayaan. Penyaluran pembiayaan pada PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan harus memenuhi prinsip 
kehati-hatian dan pertanggungan risiko akibat wanprestasi. Penelitian ini 
dilatarbelakangi karena nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan yang diberikan 
oleh pihak bank sehingga pihak bank mengeksekusi dan melelang jaminan milik 
nasabah tersebut. Setelah jaminan di eksekusi, pihak bank akan menyerahkannya 
kepada KPKNL untuk dilelang sesuai dengan harga limit yang ditetapkan oleh bank. 
Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan lelang 
barang jaminan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Padangsidimpuan. Dengan tujuan untuk mengetahui proses lelang barang jaminan 
pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan. 
Teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini terdiri dari pengertian 
lelang, dasar hukum lelang, jenis-jenis lelang, syarat-syarat lelang, faktor-faktor 
penyebab terjadinya pelelangan barang jaminan, pengertian jaminan, jenis-jenis 
jaminan, fungsi barang jaminan, ruang lingkup hukum jaminan, persiapan lelang, 
pelaksanaan lelang, risalah lelang dan pembukuan serta pelaporan lelang.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa apabila nasabah tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan, 
maka barang jaminan tersebut akan dilelang. Sebelumnya pihak bank memberikan 
surat peringatan sebanyak tiga kali dan memberikan keringanan kepada nasabah 
untuk menjual sendiri barang jaminannya, Dan apabila dalam jangka waktu tiga bulan 
bulan nasabah tetap tidak mampu menjual barang jaminan tersebut, maka pihak bank 
akan mengajukan lelang kepada pihak KPKNL di kota Padangsidimpuan, karena 
lelang merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan oleh pihak bank demi 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
A. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, 
sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan 
huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya 









Tidak di lambangkan 
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (a  ̇ es (dengan titik di ataṡ  ث
 Jim J Je ج
 (ḥa ḥ ha(dengan titik di bawah ح
 Kha Kh Ka dan ha خ
 Dal D de د
 (al  ̇ zet (dengan titik di ataṡ  ذ
 Ra R er ر
 Zai Z zet ز
 Sin S es س
 Syin Sy es dan ye ش
 (ṣad ṣ s (dengan titik dibawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain .„. Koma terbalik di atas„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K ka ك
 Lam L el ل
 Mim M em م
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 Nun N en ن
 Wau W we و
 Ha H ha ه
 Hamzah ..‟.. apostrof ء
 Ya Y ye ي
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 
tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A 
 Kasrah I I 
 ḍommah U U وْ 
 
2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf. 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 
.....  fatḥah dan ya Ai a dan i ي 
.ْوْ .....  fatḥah dan wau Au a dan u 
 
3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda. 




ى..َ...... ا..َ..  
fatḥah dan alif 
atau ya 
 ̅ 
a dan garis 
atas 
.ى...ٍ.  Kasrah dan ya   
I dan garis di 
bawah 
و....ُ  ḍommah dan wau  ̅ 




C. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat 
fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta 
Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
D.  Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 
yang diberitanda syaddah itu. 
E. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : 
 Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata . ال
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf qamariah. 
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti 
oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ 
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diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata 
sandang itu. 
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti 
oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan 
didepan dan sesuai dengan bunyinya. 
F. Hamzah 
Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir 
kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 
tulisan Arab berupa alif. 
G. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, mau pun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 
cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 
H. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf 
kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 
Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf 
kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. 
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Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 
lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
I. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu 
keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
 
Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. 
Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur 
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Gambar 4.1 : Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.  







A. Latar Belakang Masalah 
Pelaksaanaan penyaluran pembiayaan biasanya dilakukan dengan 
mengadakan suatu akad/perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian 
pokok yaitu perjanjian utang piutang dan dengan perjanjian tambahan berupa 
perjanjian pemberian jaminan oleh pihak nasabah. Secara garis besar dikenal ada 
2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam 
praktiknya jaminan yang sering digunakan adalah jaminan kebendaan yang salah 
satunya adalah tanah yang dijadikan jaminan atau disebut Hak Tanggungan. 
Pemberian jaminan dengan Hak Tanggungan diberikan melalui Akta Pemberian 
Hak Tanggungan (APHT) yang didahului atau dengan pembuatan Surat Kuasa 
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari perjanjian akad pembiayaan.
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Perjanjian tersebut dibuat oleh lembaga hukum dengan tujuan untuk 
melindungi kedua belah pihak baik itu pihak bank maupun pihak nasabah. 
Jaminan yang digunakan didalam pelaksanaan akad syariah ialah jaminan benda 
bergerak dan benda tidak bergerak.
2
 Jaminan pemberian pembiayaan tersebut 
                                                          
1
 Marnita, “Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan 
Bermasalah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)”, Jurnal Hukum, Vol 10,  
No. 3, Juli-September 2016, hlm. 526.  
2
 Satya Haprabu, “Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif 




pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang 
nasabah apabila terjadi wanprestasi.
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PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan 
merupakan salah satu bagian dari Bank Umum Syariah. Salah satu produk yang 
ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Padangsidimpuan yaitu pembiayaan. Sebelum bank menyalurkan pembiayaan 
maka harus ada barang yang berfungsi sebagai bentuk jaminan dari nasabah. 
Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannnya, maka dalam hal ini bank 
memiliki hak untuk melelang barang jaminan yang diberikan oleh pihak nasabah. 
Dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Padangsidimpuan memiliki pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 7.666.700.453-, 
dengan total nasabah sebanyak 105 nasabah per Juli 2020. Lelang yang pernah 
dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 




Sebelum lelang dilakukan maka wajib didahului dengan pengumuman 
lelang yang dilakukan oleh penjual, bukan oleh Kantor Lelang. Apabila tidak 
dilakukan pengumuman lelang, maka lelang yang sudah dilaksanakan akan cacat 
                                                          
3
 Ariyana Rezki Ananda, “Pelaksanaan Lelang Terhadap Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia (persero) Cabang Dumai”, Jurnal Hukum, Vol III, No. 1, Februari 2016, hlm. 2.  
4
 Hasil wawancara dengan Bapak Rusdi Staf di bagian Branch Collection Hybrid Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 08 September 2020 di PT. 




hukum dan rawan gugatan, dan apabila benar tidak dilakukan pengumuman, maka 
besar kemungkinan lelang akan dibatalkan.
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Proses pelaksanaan lelang pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 
Cabang Padangsidimpuan juga didahulukan dengan mengeluarkan pengumuman 
lelang sebelum diajukan kepada Kantor Lelang. Dan pengumuman lelang ini 
dibuat baik melalui media internet ataupun media koran.
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Lelang disebabkan karena nasabah tidak membayar utang sampai pada 
waktu yang ditentukan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian pihak 
bank akan memberitahukan kepada nasabah baik melalui sms maupun telepon, 
apabila tidak ada respon baik dari nasabah maka pihak bank akan memberikan 
surat peringatan kepada nasabah dimulai dari surat peringatan satu sampai tiga. 
Nasabah juga diberikan kesempatan untuk menjual sendiri barang jaminannya agar 
mendapatkan harga diatas harga pasar. Kemudian apabila nasabah tetap tidak 
mampu menjual barang jaminannya maka pihak bank akan melelang barang 
jaminan tersebut sesuai standar operasional prosedur yang berlaku di PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan.
7
 
Setiap sistem penjualan jaminan milik nasabah yang dilakukan oleh pihak 
bank harus melalui proses yang terbuka dan transparan. Dengan adanya 
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pengumuman fungsinya agar pelaksanaan lelang diketahui oleh banyak pihak 
terutama pihak pembeli dan juga masyarakat umum. 
Sehingga dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 
“ANALISIS PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN PADA PT. 
BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. KANTOR CABANG 
PADANGSIDIMPUAN”. 
B. Batasan Istilah 
1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 
keadaan yang sebenarnya (sebab-musababnya). Dalam penelitian ini analisis 
adalah penyelidikan terhadap suatu kajian untuk mengetahui proses 
pelelangan barang jaminan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 
Cabang Padangsidimpuan.  
2. Lelang merupakan penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran 
harga secara lisan dan tulisan guna mencapai harga tertinggi yang dilakukan 
dihadapan pejabat lelang dan didahului dengan pengumuman lelang.  
3. Jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh 
nasabah kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya 
apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai dengan 
waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian atau akadnya. Jaminan yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah benda yang tidak bergerak seperti 





C. Batasan Masalah 
Berkaitan dengan latar belakang diatas tentu banyak sekali masalah yang 
teridentifikasi,namun dengan keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang 
dimiliki peneliti maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar pembahasan ini 
lebih terarah dan terfokus pada pembahasan yang dikaji. Maka peneliti membatasi 
hanya pada analisis pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan pada 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan 
pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti.  
2. Bagi Institusi 
Dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, 




Islam (FEBI) pada umumnya mahasiswa/i jurusan Perbankan Syariah dan 
juga sebagai bahan bacaan dalam menyelesaikan tugas yang terkait dalam hal 
ini.  
3. Bagi Perusahaan  
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan  masukan yangg positif 
bagi lembaga PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Padangsidimpuan dan memberikan informasi maupun masukan dalam 
menjalankan pelaksanaan lelang atas barang jaminan. 
4. Bagi Masyarakat  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 
informasi bagi masyarakat terkait pelaksanaan lelang terhadap barang 
jaminan. 
G. Sistematika Pembahasan  
Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta 
mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami karya ilmiah ini, maka perlu 
suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori 
dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini 
terbagi dalam lima bab, yaitu: 
Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 




Bab II Landasan Teori membahas tentang lelang, jaminan, tata cara 
pelaksanaan lelang barang jaminan dan penelitian terdahulu.  
Bab III Metodologi Penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis 
penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 
analisis data dan Teknik Pengecekan Keabsahan Data. 
Bab IV Pembahasan Atau Hasil Penelitian membahas terkait dengan 
profil PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan, visi 
misi dan tujuan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Padangsidimpuan, dan pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan. 
Bab V Penutup membahas tentang kesimpulan dan saran. 
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A. Landasan Teori 
1. Lelang 
a. Pengertian Lelang 
Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Sub 17 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang dimuka umum 
dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha 
pengumpulan peminat atau calon pembeli.
8
 Lelang merupakan penjualan 
di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) yang 
dipimpin oleh pejabat lelang.
9
  
Secara terminologi lelang yaitu jual beli yang dilakukan dengan 
proses penawaran barang di tengah keramaian, lalu para pembeli saling 
menawarkan dengan harga tertinggi sampai kepada batas harga tertinggi 
yang ditawarkannya, lalu terjadilah transaksi dan si pembeli bisa 
mengambil barang yang dijual.
10
 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
337/KMK.01/2000 lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di 
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muka umum, termasuk melalui media elektronik, dengan cara penawaran 
lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga 
yang semakin menurun, dan penawaran harga secara tertulis yang dilalui 
dengan usaha mengumpulkan para peminat.
11
  
Dari beberapa pendapat diatas maka diambil kesimpulan bahwa  
lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum yang 
dilakukan dihadapan pejabat lelang, guna mencapai harga tertinggi, yang 
didahului dengan pengumuman lelang. 
b. Dasar Hukum Lelang 
Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan 
cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan 
syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Jual 
beli dengan lelang ialah transaksi dalam Islam yang dikenal sebagai 
bentuk penjualan barang didepan umum dengan sistem tawar menawar 
tertinggi.  
Dalil yang membolehkan penjualan secara lelang terdapat dalam 
firman Allah surat An-Nisa‟ ayat 29: 
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                       
                     
            
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 
di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 





Ayat diatas jelas ditujukan kepada orang-orang yang beriman, 
“ya’ayyuhal-ladzina amanu.” Ketetapan ayat bagi orang yang beriman 
haruslah ada hukumnya, yaitu larangan atau perintah. Terlihat pada 
kalimat berikutnya, ayat ini berisi perintah supaya orang-orang yang 
bariman supaya tidak berbuat dzalim kepada sesama dengan cara 
memakan harta mereka secara batil. Memakan secara batil juga dapat 
diartikan dengan mengambil atau menggunakan manfaat harta orang lain 
tanpa izin. Sedangkan kata bil-bathili yang berarti dengan cara yang 
diharamkan seperti mengambil riba dari setiap pinjaman uang.  
Jika hendak mengambil keuntungan dari harta orang lain mesti 
dilakukan dengan jalan yang dibenarkan oleh syariah. Seperti melakukan 
transaksi perniagaan yaitu jual beli, sewa menyewa, kerja sama bagi hasil 
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maupun cara lainnya. Sebagaimana Allah telah berfirman, “wa ahalla 
allah al bay’a”. Meskipun melalui perniagaan yang dihalalkan syariah, 
lebih penting lagi supaya dalam transaksi tersebut disertai dengan dengan 
adanya rasa rela dari masing-masing pihak sehingga tidak ada pemaksaan, 
an-taradhim-minkum”.  
Cara untuk menghindari memakan harta orang lain secara batil dan 
mengembangkan harta dengan perniagaan merupakan ikhtiar supaya 
orang-orang yang beriman tidak membunuh diri mereka sendiri, “wa la 
taqtulu anfusakum”. Perbuatan batil dalam kehidupan sehari-hari banyak 
merugikan orang lain sehingga juga akan merugikan diri sendiri karena 
kehidupan manusia terbentuk dari saling melengkapi. Oleh karena itu, 
perbuatan dzalim terhadap diri sendiri dan orang lain dilarang karena 
Allah Maha Penyayang, “minallaha kanabikum rahima”. 
13
 
Jika dilihat dari ayat diatas, bahwa Allah SWT sangat melarang 
hamba-Nya untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil 
kecuali dengan jalan yang baik. Dasar hukum di atas menerangkan 
hukum pelelangan secara umum lebih khusus kepada transaksi 
perdagangan, bisnis jual beli dan melarang tegas memakan harta orang 
lain atau harta sendiri dengan cara yang bathil. Memakan harta sendiri 
dengan jalan yang bathil sama juga dengan membelanjakan hartanya pada 
jalan yang maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil sama 
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dengan memakan harta dengan jalan riba, judi, menipu dan menganiaya 
merupakan salah satu bentuk jual beli yang dilarang oleh syara‟. 
Semua bentuk transaksi yang dilakukan dengan berdasarkan rasa 
suka sama suka baik itu dari perbuatan maupun ucapan maka transaksi 
tersebut diperbolehkan selama tidak terdapat larangan dari Allah SWT. 
Yang menjadi dasar dalam sebuah transaksi adalah adanya rasa ridha dari 
kedua belah pihak dan konsekuensi dari transaksi itu adalah kesepakatan 
yang telah disepakati oleh keduanya dalam akad. Maka hal ini yang 
menjadi alasan bahwa jual beli lelang itu diperbolehkan. Jadi apabila 
penjual dan pembeli sudah suka sama suka dan dilaksanakannya dengan 
rasa rela maka hukumnya adalah halal kecuali jika mengandung sesuatu 
yang diharamkan oleh Allah SWT dan bertentangan dengan Syariat 
Islam. 
c. Jenis-Jenis Lelang 
Penggolongan lelang dapat dilihat dari tiga cara yaitu penggolongan 
yang dilihat dari cara penawarannya, jenis barang yang dilelang, dan 
lelang karena eksekusi dan bukan eksekusi. Adapun uraian dari ketiga 
jenis lelang ini sebagai berikut:
14
 
1) Penggolongan lelang dari cara penawarannya 
Penggolongan lelang dari cara ini merupakan penggolongan 
lelang berdasarkan cara penawaran yang dilakukan oleh pejabat 
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lelang. Cara penawaran ini dapat dilakukan dengan cara lisan maupun 
tulisan. Penggolongan penawaran secara lisan cukup dengan 
mengucapkan atau menyatakan dengan tutur kata di depan peserta 
lelang. Pelelangan dengan cara tertulis merupakan penawaran yang 
dilakukan dalam bentuk tertulis. Penjual atau pejabat lelang telah 
menyiapkan harga barang yang akan dilelang kepada peserta lelang. 
Peserta lelang hanya perlu menawar  barang sesuai dengan harga yang 
diinginkannya. 
2) Penggolongan lelang dari aspek objek 
Lelang dari jenis ini merupakan pelelangan yang didasarkan 
pada objek atau barang yang akan dilelang oleh kepala badan lelang. 
Penggolongan lelang ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu benda 
bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak merupakan benda 
yang dapat berpindah atau dipindahkan, seperti mobil, sepeda motor, 
dan lain-lain. Sedangkan benda tidak bergerak merupakan benda yang 
tidak berpindah atau dipindahkan, seperti tanah, tanah pekarangan dan 
bangunan dengan apa yang terta ncap dalam pekarangan atau terpaku 
dalam bangunan tersebut, dan lain-lain.  
3) Penggolongan lelang dari aspek eksekusi 
Pelelangan dari aspek eksekusi merupakan pelelangan yang 
dilaksanakan berdasarkan atas adanya putusan pengadilan. 
Penggolongan lelang dari aspek ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu 
14 
   
 
 
non-eksekusi dan eksekusi. Pelelangan non-eksekusi merupakan 
pelelangan tanpa adanya putusan hakim. Pelelangan eksekusi adalah 
pelaksanaan lelang berdasarkan putusan hakim atau yang disamakan 
dengan itu. 
d. Syarat-Syarat Lelang  
Menurut pendapat dari A. A. Basyir bahwa penjualan barang 
jaminan yang dijadikan sebagai jaminan pada saat jatuh tempo dengan 
melalui cara pelelangan diperbolehkan, tetapi dengan syarat sebagai 
berikut: 
1) Pemberi pembiayaan terlebih dahulu mencari tahu keadaan nasabah 
atau mencari tahu penyebab nasabah belum melunasi utangnya. 
Karena banyak nasabah yang tidak mau melunasi utangnya dengan 
berbagai alasan.  
2) Nasabah diberi kesempatan untuk memperpanjang tenggang waktu 
pembayarannya, guna untuk menghindari pelelangan atas barang 
jaminan nasabah tersebut.  
3) Apabila pemberi pembiayaan benar-benar membutuhkan dana atau 
uang dan nasabah belum melunasi pinjamannya, pemberi pembiayaan 
atau pihak bank berhak untuk menjual barang jaminan dan kelebihan 
uangnya dikembalikan kepada nasabah.
15
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e. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelelangan Barang Jaminan 




1) Kondisi ekonomi nasabah yang rendah  
Pada umumnya yang meminjam uang pada lembaga perbankan 
adalah nasabah menengah ke bawah. Mereka umumnya adalah 
pengusaha kecil dan menengah. Sehingga dalam mengembangkan 
usahanya selalu bergantung pada harga pasar yang berlaku. Dalam 
pinsip ekonomi semakin banyak barang dijual di pasar, maka semakin 
rendah harga barang tersebut. Ketika hal ini terjadi maka dengan 
terpaksa mereka harus menjual barang dagangannya dengan harga 
yang rendah agar barangnya tetap terjual, dan pada akhirnya mereka 
tidak mampu membayar atau menutupi pembiayaan yang telah mereka 
ambil dari bank, karena uang yang mereka terima sebagai pendapatan 
hanya mencukupi untuk menutupi biaya pengelolaan usaha. Kriteria 
nasabah seperti ini juga banyak dijumpai di lapangan, ada nasabah 
yang mempunyai keinginan untuk membayar tetapi kondisi ekonomi 
dari nasabah tersebut tidak mendukung. Maka langkah satu-satunya 
adalah melaksanakan pelelangan atas barang jaminan yang diberikan 
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oleh nasabah tersebut, agar dana yang dikeluarkan oleh bank dapat 
dikembalikan tanpa merugikan pihak manapun.  
2) Kemauan nasabah untuk membayar hutangnya sangat rendah 
Rendahnya kemauan nasabah untuk membayar utangnya 
disebabkan karena jaminan yang digunakan untuk agunannya adalah 
hak tanggungan berupa tanah, permohonan pembiayaan diajukan 
dalam jumlah yang besar sehingga tidak sebanding dengan 
kebutuhannya, oleh karena itu nasabah tidak mampu menutupi margin 
yang harus dibayarkan pada saat waktu pembayaran sudah tiba. Kasus 
ini sering terjadi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 
Cabang Padangsidimpuan, banyak nasabah yang mampu bayar tetapi 
tidak mau membayar kewajibannya. Hal ini menjadi salah satu 
penyebab terjadinya pelelangan atas barang jaminan, dan pelelangan 
inilah yang merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian masalah. 
3) Nilai jaminan lebih kecil dari hutang pokok  
Pada saat dilakukan penilaian oleh lembaga perbankan, bahwa 
objek jaminan yang dimiliki oleh nasabah dianggap cukup untuk 
membayar utang pokok apabila ia tidak mampu membayar utang. 
Namun, dalam kenyataannya ternyata pada saat dilakukan pelelangan 
nilai jaminan itu tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya.  
4) Usaha nasabah bangkrut  
17 
   
 
 
Setiap nasabah yang mengembangkan bisnis tidak 
menginginkan usahanya bangkrut. Mereka tetap menginginkan supaya 
usaha dagangannya tetap berjalan dan mendapat keuntungan sebanyak 
mungkin. Kebangkrutan usaha tersebut bisa saja disebabkan oleh 
berbagai faktor, seperti krisis ekonomi atau produksi dari usaha gagal 
pada saat pemasaran. Dalam kondisi krisis ekonomi yang 
berkepanjangan membuat perkembangan usaha yang dikelola oleh 
nasabah tidak mampu bersaing di pasaran. 
5) Pembiayaan yang diterima nasabah disalahgunakan  
Di dalam usulan yang disampaikan kepada bank, nasabah telah 
menentukan tujuan pembiayaan yang diajukannya, misalnya untuk 
investasi usaha, pengembangan usaha, pembangunan sarana dan 
prasarana investasi dan lain-lain. Namun nasabah tidak menggunakan 
uang itu sebagaimana yang sudah disebutkan diawal akad. 
6) Manajemen usaha nasabah sangat lemah 
Pengelolaan bisnis harus disertai dengan manajemen yang baik 
pula. Artinya, nasabah dalam mengembangkan usahanya harus 
mempunyai skill atau kemampuan yang berkaitan dengan pengelola 
usaha. Tanpa adanya hal tersebut, maka usaha nasabah tidak dapat 




   
 
 
7) Pembinaan kreditur terhadap nasabah sangat kurang 
Keberhasilan nasabah di dalam pengembangan usahanya 
tidaklah terlepas dari usaha pembinaan yang dilakukan oleh kreditur 
terhadap nasabahnya. Pembinaan nasabah ini mencakup pembinaan 
skill, pembinaan manajemen, marketing, dan negoisasi. Selama ini kita 
melihat bahwa pembinaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan 
terhadap nasabahnya sangat kurang.  
Dari ketujuh faktor penyebab tersebut, belum diketahui faktor 
penyebab yang paling utama nasabah tidak mampu membayar hutang-
hutangnya. Berdasarkan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah 
tersebut, maka yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelelangan barang 
jaminan adalah karena debitur setelah ditegur beberapa kali oleh pihak Kantor 
Lelang, tidak juga membayar hutangnya kepada pihak bank.  
2. Jaminan  
a. Pengertian Jaminan 
Jaminan berasal dari Bahasa Indonesia dari kata “jamin” yang 
ditambah dengan imbuhan -an. Kata “jamin” memiliki arti “menanggung 
segala sesuatu”.
17
 Sedangkan pengertian jaminan menurut Kamus Bahasa 
Inodesia adalah “tanggungan atas pinjaman yang diterima”.
18
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 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 293.  
18
 Ibid., hlm. 293. 
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Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu 
zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-
cara bank menjamin dipenuhinya tagihan dari nasabah, di samping 
pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain 
istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca 
di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tetang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada 




Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan 
(accesoir). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. 




1) Jaminan tambahan. 
2) Diserahkan oleh debitur kepada bank  
3) Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. 
Secara umum jaminan dapat diartikan sebagai penyerahan 
kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung 
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 Ibid., hlm. 21. 
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 Ariyana Rezki Ananda, “Pelaksanaan Lelang Terhadap Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat 
Iindonesia (persero) Cabang Dumai”,  Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. III No. 1, Februari 2016, 
hlm. 5-6. 
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kembali pembayaran atas utang. Jadi pada dasarnya seluruh harta 
kekayaan nasabah menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan 
kewajiban, kepada semua nasabah secara bersama-sama.
21
 
Menurut Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah, Pasal 1 Angka 26 dijelaskan bahwa pengertian agunan adalah 
„‟Jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak 
yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS 
guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas‟‟.
22
 
Rachmadi Usman memberikan pengertian jaminan sebagai suatu 
sarana perlindungan keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan 




Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 
jaminan merupakan kemampuan nasabah untuk memenuhi atau melunasi 
utangnya kepada pihak bank, yang dilakukan dengan cara menahan benda 
tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau 
utang yang diterima nasabah terhadap pebiayaan yang disalurkan. 
 
 
                                                          
21
 Abdur Rahman Sholeh, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Dalam 
Menyelesaikan Masalah Hukum, (Jakarta: YLBHI, 2007), hlm. 139. 
22
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
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 Yulsandi Pramana Putra, “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pada PT. Bank Danamon  Indonesia 
Tbk Dsp Cluster Pekanbaru Melalui  KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)”, 
Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. IV No. 1, Februari 2017. hlm. 5.  
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b. Jenis-Jenis Jaminan 
Hukum perdata mengenal jaminan yang bersifat kebendaan dan 
jaminan yang bersifat perorangan. Dimana dijelaskan sebagai berikut:
24
 
1) Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas 
sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 
a) Adanya hubungan langsung antara pemilik dengan bendanya. 
b) Dapat dipertahankan terhadap siapapun. 
c) Selalu mengikuti bendanya. 
d) Dapat dialihkan.  
Jaminan kebendaan terdiri dari benda bergerak dan benda tak 
bergerak (misalnya tanah dan bangunan diatasnya). Jaminan benda 
bergerak terdiri dari benda bergerak bertubuh (misalnya kendaraan, 
mesin-mesin dan sebagainya) dan benda tak bergerak bertubuh 
(misalnya surat berharga, piutang dagang).  
2) Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan 
langsung terhadap perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan 
terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan penanggung secara 
keseluruhan. Jaminan perorangan terdiri dari jaminan orang atau 
manusia. Dan jaminan orang menurut hukum atau badan hukum.  
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 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2012), hlm. 47-48. 
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c. Fungsi Barang Jaminan 
Adapun kegunaan dari barang jaminan diantara lain adalah 
memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan 
pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan. Apabila nasabah 
melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada 
waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka dengan jaminan 
tersebut diharapkan nasabah dapat mengelola usahanya dengan baik 
sehingga memperoleh pendapatan bisnisnya guna melunasi pembiayaan 
sesuai dengan yang diperjanjikan dan juga memberi dorongan kepada 
nasabah untuk memenuhi perjanjian pembiayaan. Khususnya mengenai 
pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui agar 
ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan oleh bank..
25
 
d. Ruang Lingkup Hukum Jaminan 
Pada dasarnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur 
tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak 
bergerak. Lembaga jaminan benda tak bergerak dikenal dengan hak 
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 Ibid., hlm. 44. 
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 Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 20. 
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3. Tata Cara Pelelangan Barang Jaminan 
Di dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK/01/2000 
tentang petunjuk atas pelaksanaan lelang yang telah ditentukan tahapan-
tahapan dalam pelaksanaan lelang atas barang jaminan, ada empat tahap yang 
pokok dalam pelaksanaan lelang barang jaminan, yaitu:
27
 
a. Persiapan Lelang 
Persiapan lelang ini diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 19 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3371 KMK 01/2000 tentang 
petunjuk atas pelaksanaan lelang. Pada tahap persiapan ini ada enam 
kegiatan yang harus dilakukan, yaitu permohonan lelang, tempat lelang, 
syarat lelang, penundaan pembatalan lelang, uang jaminan lelang, dan 
pengumuman lelang. 
1) Permohonan Lelang 
Kreditur ataupun debitur yang bermaksud melakukan 
penjualan barang secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) terlebih dahulu harus mengajukan 
permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar diberikan jadwal terkait 
hari dan tanggal pelaksanaan lelang, yang dilengkapi dengan dokumen 
persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Adapun dokumen 
yang harus dilampirkan oleh PT. Bank Mumalat Indonesia Tbk. 
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 Salim, Op. Cit., hlm. 253.  
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Kanotr Cabang Padangsidimpuan yaitu sebagai berikut: 1. Akad 
Pembiayaan, APHT dan SHT atau AJF dan SJF, 2. Surat keterangan 
mengenai agunan (objek lelang) serta dokumen agunan, 3. Bukti 
wanprestasi, seperti surat peringatan atau somasi, 4. Perincian utang 
debitur yang harus dipenuhi, 5. Surat pemberitahuan rencana 
pelaksanaan lelang kepada debitur, 6. SKPT untuk agunan tanah dan 
bangunan. Tata cara permohonan tersebut diatur lebih lanjut oleh 




2) Tempat Lelang 
Tempat pelaksanaan lelang harus berada dalam wilayah kerja 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) namun 
tidak menutup kemungkinan lelang dapat dilakkan di tempat dimana 
barang berada atau pun di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun pengecualian 
terhadap ketentuan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat 
persertujuan tertulis dari pejabat yang berwenang seperti tempat 
pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan 
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 Hasil Wawancara dengan Azhar Winardi Staf di bagian Branch Collection Hybrid Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 24 Juni 2020 di PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan.  
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Negara dan Lelang (KPKNL), kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
yang berlaku. 
3) Syarat Lelang 
Adapun syarat dalam pelaksanaan lelang, yaitu sebagai berikut:
29
 
a) Setiap pelelangan atas tanah ataupun bangunan dilengkapi dengan 
surat keterangan tanah dari kantor badan pertanahan setempat. 
b) Lelang dilaksanakan pada jam dan hari kerja. Ketentuan ini bisa 
saja berubah apabila mendapat izin dari petugas lelang sebagai 
atasan langsung dari kantor pelelangan. 
Syarat umum yang telah disebutkan diatas, merupakan 
ketentuan dari kantor pelelangan, berdasarkan dari hasil analisis 
terhadap ketentuan lelang yang ditentukan oleh Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), telah menentukan syarat-
syarat lelang secara umum sebagai berikut: 1. Peserta lelang terlebih 
dahulu menyetor uang jaminan, jumlah uang jaminan lelang ini 
tergantung pada besar kecilnya objek hak tanggungan yang dilelang, 2. 
Penawaran lelang dilakukan secara lisan maupun tulisan, 3. Pemenang 
lelang harus membayar harga lelang dengan tunai dalam kurung waktu 
1 hari kerja, 4. Peserta lelang tidak dapat mengajukan keberatan jika 
dikemudian hari telah dilakukan pembatalan atau penundaan waktu 
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oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Padangsidimpuan. 
4) Penundaan dan Pembatalan Lelang 
Lelang yang akan dilaksanakan hanya bisa dibatalkan dengan 
permintaan penjual atau putusan dari lembaga pengadilan. Penundaan 
dan pembatalan lelang ini harus diajukan secara tertulis oleh Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam jangka 
waktu selambat-lambatnya 3 hari jam kerja sebelum tanggal 
pelaksanaan lelang dijalankan, tetapi tidak diperkenankan untuk 
penundaan dan pembatalan pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.  
5) Uang Jaminan Lelang 
Salah satu syarat untuk jadi peserta lelang adalah menyerahkan 
uang jaminan penawaran lelang yang besarnya ditentukan oleh penjual 
lelang atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 
Yang dimaksud dengan uang jaminan lelang yaitu uang yang disetor 
terlebih dahulu sebagai syarat sahnya menjadi peserta lelang. Uang 
jaminan penawaran lelang tersebut bisa di transfer melalui rekening 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau 
langsung ke bendahara penerimaan Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL). Bagi peserta lelang yang tidak ditunjuk 
atau tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka mereka dapat 
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mengambil kembali uang jaminan tersebut tanpa ada potongan sedikit 
pun.  
6) Pengumuman Lelang 
Pengumuman lelang ini dilakukan baik melalui surat kabar 
harian, selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum 
ataupun media elektronik berupa TV atau internet di wilayah kerja 
kantor lelang. Dan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 
Cabang Padangsidimpan pengumuman lelang dilakukan melalui surat 
kabar harian, dimana pihak bank terlebih dahulu membuat 
pengumuman di surat kabar Waspada dan Metro Tabagsel. Setelah 
pengumuman keluar di surat kabar kemudian pengumuman tersebut 
diserahkan kepada nasabah, ini merupakan bentuk pemberitahuan 
kepada nasabah bahwa sanya barang jaminannya sudah di daftarkan ke 
kantor lelang karena ketidakmampuan nasabah dalam melunasi 
pembiayaannya.  
Peran kantor lelang adalah menyebarluaskan pengumuman 
lelang kepada calon-calon pembeli. Pengumuman lelang sekurang-
kurangnya meliputi: 1) Identitas penjual. 2) Hari, tanggal, waktu dan 
tempat pelaksanaan lelang. 3) Jenis dan jumlah barang. 4) Lokasi, luas 
tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan (khusus 
tanah/tanah dan bangunan). 5) Jumlah, dan jenis/spesifikasi barang 
(khusus benda bergerak). 6) Jangka waktu melihat obyek lelang. 7) 
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Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara 
dan tempat penyetoran. 8) Jangka waktu pembayaran Harga Lelang. 9) 
Harga Limit dan cara Penawaran Lelang. 
b. Pelaksanaan Lelang 
Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan urutan-urutan sebagai berikut: 
1) Setiap pelaksanaan lelang harus dilaksanakan dihadapan pejabat 
lelang, jika hal ini tidak dilakukan maka pelelangan tersebut dianggap 
tidak sah. 
2) Khusus pelelangan eksekusi harus dilakukan secara langsung. 
3) Penawaran tertingggi yang dilakukan oleh peserta lelang secara tertulis 
dengan nilai yang sama atau melampaui batas, maka pejabat lelang 
berhak menentukan satu orang pemenang dengan melakukan 
penawaran secara lisan yang hanya diikuti oleh peserta lelang yang 
penawarannya sama tinggi. 
4) Besarnya biaya lelang tergantung pada jenis barang yang akan 
dilelang, besar biaya lelang akan ditanggung oleh penjual. Hal ini 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 337/KMK.01/2000, besarnya 
biaya yang dikenakan kepada pembeli yaitu berkisar antara 3% dan 9% 
dari harga lelang, sementara penjual hanya dibebankan biaya lelang 
berkisar antara 1.5% dan 3%. Pertimbangan biaya ini disebabkan 
karena penjual lebih banyak menanggung kerugian dari segi materil 
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dan non materil sehingga ditetapkanlah biaya lelang yang rendah untuk 
penjual. 
c. Risalah Lelang 
Salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan lelang adalah 
harus adanya risalah lelang. Hasil Lelang dituangkan dalam risalah lelang 
sebagai berita acara lelang dan diserahkan kepada pemenang lelang. 
Risalah lelang berisi tentang catatan atau rekaman terkait pelaksanaan 
lelang. Risalah lelang ini diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 49 
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 337/KMK.01/2000 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 
Berita acara lelang yang dibuat oleh pejabat lelang atau kuasanya 
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Tanpa 
adanya risalah lelang, maka pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh 
pejabat lelang tidak akan sah (invalid). Pelaksanaan lelang tanpa risalah 
lelang tidak bisa memberikan kepastian hukum tentang hal-hal yang 
terjadi karena apa yang terjadi tidak tercatat secara jelas sehingga dapat 
menimbulkan ketidakpastian. 
Dapat disimpulkan bahwa risalah lelang adalah berita acara yang 
merupakan dokumen resmi dari hasil pelaksanaan penjualan barang 
jaminan dimuka umum atau lelang yang disusun secara teratur dan 
dipertanggungjawabkan oleh pejabat lelang dan para pihak (penjualan dan 
pembelian), sehingga pelaksanaan lelang yang disebutkan didalamnya 
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dapat mengikat secara hukum. Tanpa adanya berita acara pelaksanaan 
lelang atau risalah lelang maka pelelangan itu tidak memiliki kepastian 
hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas dan akan dinyatakan 
tidak sah. 
d. Pembukuan dan Pelaporan Lelang 
Setelah pelaksanaan lelang selesai dilakukan, maka kantor lelang 
membuat pembukuan dan pelaporan tentang pelaksanaan lelang. Yang 
membuat pembukuan dan pelaporan adalah Bendaharawan Penerima 
Kantor Lelang. Kewajiban bendaharawan ini adalah: 
1) Melakukan pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran uang dari 
hasil pelaksanaan lelang.  
2) Membuat laporan/pertanggungjawaban semua penerimaan dan 
pengeluaran uang dari hasil pelaksanaan lelang. 
B. Penelitian Terdahulu 
Hasil penelitian sebelumnya dan perbedaan dengan penelitian yang akan 
diteliti oleh peneliti dapat dilihat pada table berikut: 
Table 2.1 
Penelitian Terdahulu 
No Nama peneliti Judul peneliti Hasil peneliti 
1 Ariyana Rezki 
Ananda, 2016. 
JOM Fakultas 
Hukum Vol III 
No. 1, Februari 
Pelaksanaan Lelang 
Terhadap Kredit Macet 
Pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) 
Cabang Dumai 
Lelang diharapkan dapat 
mengembalikan kerugian 
bank atas piutang nasabah 
debitur. Namun, perubahan 
objek jaminan lelang yang 
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2016 akan merugikan bank yaitu 
penurunan harga objek 
lelang. Akibatnya, kerugian 
bank akibat hasil lelang 
tidak menutupi utang yang 
jatuh tempo. Karena hasil 
lelang tidak memenuhi 
utang, bank meminta 
pertanggungjawaban 
nasabah kepada kreditor. 
2 Satya Haprabu, 
2017. Jurnal 
Repertorium Vol 









barang jaminan hak 
tanggungan tersebut dalam 
pelaksanaannya harus sesuai 
dengan aturan yang ada 
didalam Al-Qur‟an dan Al-
Hadits serta Ijma‟ 
ulama.pengikatan jaminan 
hak tanggungan harus 
disesuaikan agar isinya 
sesuai dengan konsep 
syariah.berdasarkan 
ketentuan- ketentuan hokum 
Islam yang menghilangkan 
larangan- larangan seperti 
adanya riba, gharar dan 
larangan lain yang tidak 
sesuai dengan ketentuan 





Eksekusi Pada PT. 
Bank Danamon  
Indonesia Tbk Dsp 
Cluster Pekanbaru 
Melalui  KPKNL 
(Kantor Pelayanan 
Kekayaan  Negara Dan 
Lelang) 
Pelaksanaan lelang eksekusi 
hak tanggungan oleh PT. 
Bank Danamon Indonesia 
Tbk melaui KPKNL sudah 
berjalan cukup efektif, rata 
rata obyek jaminan yang 
telah di lelang eksekusi oleh 
PT. Bank Danamon 
Indonesia Tbk berhasil 
terjual melalui KPKNL. 
Namun ada beberapa obyek 
jaminan yang tidak berhasil 
di jual melalui KPKNL 
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dengan sebab tidak adanya 
pembeli obyek jaminan yang 
di lelang di KPKNL, 
dikarenakan pihak debitur 
masih menguasai obyek 
jaminan dan kurang 
marketable nya letak obyek 
jaminan tersebut. 







Lelang Benda Jaminan 
Gadai Berdasarkan 
Fatwa Dewan Syari‟ah 
Nasional No.25/Dsn-
Mui/Iii/2002  Tentang 
Rahn Di Pegadaian 
Syari‟ah Cabang 
Majapahit Semarang 
Dalam praktiknya di 
Pegadaian Syari‟ah 
Majapahit Semarang ketika 
marhun dijual dan hasil dari 
penjualan tersebut tidak 
mencukupi untuk melunasi 
hutangnya maka pihak 
murtahin tidak meminta 
kekurangannya, tetapi dalam 
Fatwa DSN dan Surat Bukti 
Rahn, Rahin wajib melunasi 
kekurangan hutang tersebut. 
Jika rahin tidak memenuhi 
kewajibannya maka akan 
menimbulkan kerugian dari 
pihak murtahin. 
 
Persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu sebagai 
berikut: 
1. Persamaan penelitian Ariyana Rezki Ananda (Jurnal 2016) dengan penelitian 
ini yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan lelang terhadap pembiayaan 
bermasalah. Dan perbedaannya, penelitian Ariyana Rezki Ananda 
dilaksanakan di bank konvensional yaitu pada PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Cabang Dumai, sedangkan peneliti meneliti di bank syariah yaitu 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan. 
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2. Persamaan penelitian Satya Haprabu (Jurnal 2017) dengan penelitian ini yaitu 
sama-sama meneliti tentang penjualan lelang barang jaminan hak tanggungan. 
Dan perbedaannya, peneliti Satya Haprabu meneliti tentang penjualan lelang 
barang jaminan hak tanggungan menurut perspektif hukum Islam, sedangkan 
peneliti hanya meneliti tentang pelaksanaan lelang barang jaminannya saja 
tanpa membahas sampai ke perspektif hokum Islam. 
3. Persamaan penelitian Yulsandi Pramana Putra (Jurnal 2017) dengan penelitian 
ini yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan lelang. Sedangkan 
perbedaannya, penelitian Yulsandi Pramana Putra membahas sampai ke 
KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara Dan Lelang), sedangkan 
peneliti membatasi permasalahan tidak sampai ke KPKNL (Kantor Pelayanan 
Kekayaan  Negara Dan Lelang).  
4. Persamaan penelitian Siti Farihah (Skripsi 2017) dengan penelitian ini yaitu 
sama-sama meneliti tentang analisis pelaksanaan lelang barang jaminan. Dan 
perbedaannya, penelitian Siti Farihah membahas tentang analisis pelaksanaan 
lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, 
sedangkan peneliti meneliti di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 
Cabang Padangsidimpuan.  
Beberapa dari penelitian terdahulu diatas, bahwa terdapat perbedaan dengan 
penelitian ini, dimana penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan lelang barang 
jaminan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan. 
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BAB III 
METODOLOG I PENELITIAN 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Adapun penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan yang beralamat di Jl. Gatot Subroto 
No. 08, Kelurahan Wek II, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, 
Sumatera Utara. 
2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian yang peneliti lakukan dilaksanakan dari bulan Maret 
2020 sampai dengan Juli 2020.  
B. Jenis Penelitian 
Apabila dilihat dari jenis penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode 
penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan, 
menginterpretasikan objek berdasarkan apa adanya dan berusaha menggambarkan 
secara sistematis fakta, data dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti 
secara tepat. 
Mardilis menyebutkan dalam bukunya bahwa penelitian kualitatif yang 
bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini terjadi 
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dan berlaku, yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, 




Tujuan dari penelitian desktiptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 
serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dari pengertian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah metode yang mencoba 
menggambarkan fakta atau objek dengan cara yang sistematis. Yang menjadi 
objek penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Padangsidimpuan. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu 
untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan yang 
terjadi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan. 
C. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah semua orang bisa memberikan informasi tentang 
data yang diperlukan dalam penelitian.
31
 Untuk memperoleh data dan informasi 
maka dibutuhkan adanya subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam 
penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 
Cabang Padangsidimpuan yang berjumlah tiga orang yaitu Bapak Azhar Winardi, 
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Bapak Bambang dan Bapak Rusdi. Ketiganya berada di bagian Branch Collection 
Hybrid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3.1. 
Subjek Penelitian 
NO Nama Pegawai Jabatan/Bagian 
1 Azhar Winardi  Branch Collection Hybrid 
2 Bambang Branch Collection Hybrid 
3 Rusdi  Branch Collection Hybrid 
Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan 
Ketiga indikator diatas dijadikan sebagai subjek penelitian karena ketiganya 
mempunyai peran yang sangat berpengaruh dengan pelaksanaan lelang barang 
jaminan yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Padangsidimpuan. 
D. Sumber Data 
1. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam 
hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan cara 
memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.
32
  
Data primer yang digunakan peneliti meliputi sumber yang 
berhubungan dengan lelang dan data dikumpulkan secara langsung 
berdasarkan hasil wawancara dari lokasi yang diteliti yaitu mengenai analisis 
pelaksanaan lelang atas barang jaminan di Bank Muamalat Indonesia Kantor 
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Cabang Padangsidimpuan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah 
data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan wawancara 
dengan pihak bank, serta yang berkaitan dengan cara menganalisis pelelangan 
barang jaminan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Padangsidimpuan.  
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.
33
 
Data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber data tambahan yang 
diperoleh dari sumber buku, jurnal, karya ilmiyah yang berkaitan dengan 
judul ini.  
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam 
sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian yaitu mendapatkan data. 
Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
34
 Teknik 
pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan 
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1. Observasi  
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 
terhadap fenomena yang diselidiki.
35
 Oleh karena itu, observasi adalah metode 
pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-
data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti.
36
 Observasi terdiri dari 
observasi partisipan (partisipant observation) yaitu penulis tidak hanya 
mengamati subjek dari jauh tetapi peneliti ikut terlibat, sedangkan observasi 
non partisipan (non partisipant observation) yaitu penulis hanya mengamati 
subjek dari jauh dan tidak ikut terlibat. 
37
  
Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi non partisipant, 
yaitu peneliti datang ke PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Padangsidimpuan tetapi tidak terlibat dalam kegiatan pelaksanaan lelang 
barang jaminan tersebut. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses 
percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dengan orang yang 
diwawancarai. Teknik ini adalah dengan cara tanya jawab secara lisan dan 
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Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu wawancara 
tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Adapun wawancara tidak 
terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam yaitu wawancara yang 
hanya memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan ketika di lapangan. 
Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku, yaitu 




Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu 
pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan khusus yang telah 
dirancang sebelumnya kepada narasumber untuk mengetahui bagaimana 
analisis pelaksanaan lelang barang jaminan di PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan. Adapun panduan wawancara adalah: 
1) Pemilihan narasumber 
Pemilihan narasumber bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam 
menemukan informan yang akan memberikan informasi terkait dengan 
pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan.  
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2) Membuat jenis wawancara 
Membuat jenis wawancara bertujuan untuk menentukan jenis 
wawancara yang akan digunakan peneliti sebelum melakukan 
wawancara dengan narasumber terkait dengan pelaksanaan lelang 
barang jaminan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 
Cabang Padangsidimpuan. 
3) Membuat waktu wawancara 
Membuat waktu wawancara bertujuan untuk memudahkan peneliti 
dalam menentukan waktu yang tepat sebelum melakakukan 
wawancara dengan informan. 
4) Membuat pertanyaan dan hal yang terkait dalam penelitian. 
Membuat pertanyaan dan hal yang terkait dalam penelitian bertujuan 
untuk memudahkan peneliti dalam mengajukan pertanyaan yang akan 
ditanyakan kepada narasumber terkait dengan pelaksanaan lelang 
barang jaminan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 
Cabang Padangsidimpuan.  
3. Dokumentasi 
Menurut Suharsimi Arikunto “Dokumentasi dari asal katanya 
dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode 
dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 
majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 
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 Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan buku, catatan 
lapangan, dokumen resmi, dokumen pribadi yang berkaitan dengan objek 
yang akan diteliti.  
F. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif dengan metode 
deskriptif. Apabila ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya maka dapat 
digolongkan kepada research deskriptif yaitu penelitian deskriptif yang sifatnya 
menggambarkan lewat analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 
tentang analisis proses lelang barang jaminan di PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan. 
Analisis secara kualitatif yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
41
 
a. Klasifikasi data adalah menyeleksi data dan 
mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik 
pembahasan. 
b. Reduksi data adalah memeriksa kelengkapan data untuk 
mencari data yang masih kurang dan mengesampingkan 
yang tidak relevan.  
c. Deskripsi data adalah  menguraikan data secara 
sistematis, induktif dan deduktif sesuai dengan 
sistematis pembahasan. 
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d. Penarikan kesimpulan adalah menerangkan uraian-
uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan 
padat. 
 
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 
Terdapat beberapa teknik pengecekan keabsahan data yang dikemukakan 
oleh Lexy J. Moleong, namun peneliti hanya menggunakan teknik pengecekan 
keabsahan data melalui triangulasi.
42
 Menurut Lexy J. Moleong, triangulasi 
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 
diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan data tersebut.  
Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk keperluan pengecekan 
keabsahan data atau sebagai pembanding data. Teknik triangulasi yang peneliti 
lakukan yaitu dengan cara memperoleh data dari hasil wawancara pada PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpaun yang kemudian di 
cek dengan dokumentasi. 
Dengan demikian dalam penelitian ini tidak cukup hanya mengandalkan 
data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan saja, melainkan harus ada 
juga yang bersumber dari sumber lain seperti buku, jurnal dan karya ilmiah yang 
berkaitan dengan analisis pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan untuk 
membandingkan dan melengkapi data yang dibutuhkan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Gambaran Umum Perusahaan  
1. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk  
Bank syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya 
berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan system ini dikarenakan 
adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut 
pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau riba, serta larangan untuk 
berinvestasi pada usaha-usaha yang berkategori terlarang atau haram. 
Gagasan pendirian Bank Muamalat dimulai dari lokarya bunga bank 
dan perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 
Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut pada musyawarah nasional 
IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 
1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan 
Bank murni Syariah di Indonesia. 
Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan 
penandatanganan akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Hotel 
Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 tanggal 1 November 1991 
yang dibuat Notaris Yudo Paripurn, S.H dengan ijin Menteri Kehakiman 
Nomor C2.2413. T.01.01 tanggal 21 Maret 1992/ berita Negara republik 





Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari 
berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 Miliar. Kemudian 
dalam acara silaturrahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh juga tambahan 
dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 Miliar sebagai bentuk 
dukungan dari mereka. Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan surat 
keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 
November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 430/kmk.013/1992 bertepatan dengan 27 Syawal 
1412 H. pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia akhirnya mendapat 
kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa. 
Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa Negara di Asia 
Tenggara pernah mengalami krisis moneter yang berpendapat terhadap 
perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen 
koperasi. Bank Muamalat pun ikut terimbas dari dampak tersebut. Tahun 
1998, angka Non Performing Financing (NPF) bank Muamalat sempat 
mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian tesebut sebesar Rp 105 
miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp 39,3 miliar kurang dari 
1/3 modal awal. 
Kondisi tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat memasuki era 
baru dengan keikutsertaan Islamic Develoment Bank (IDB), yang 





resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 
tanggal 21 Juni 1999. 
Dalam kurun waktu 1999-2002 Bank Muamalat terus berupaya dan 
berhasil membalikkan keadaan rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak terlepas 
dari usaha dan dedikasi seluruh karyawan beserta dukungan dari 
kepemimpinan yang kuat, penyusunan strategi yang tepat, serta kepatuhan 
terhadap pelaksanaan perbankan syariah dengan murni. Sebagai Bank Pertama 
Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan 
perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif 
bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.
43
 
2. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Padangsidimpuan 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kemudian membuka cabang di 
kota Padangsidimpuan pada tanggal 03 Juli 2003. Untuk peresmian pada saat 
itu dibuka secara resmi oleh Dewan Komisaris dari Kantor Pusat Jakarta 
bersama Bapak Andi Bukhari kepada cabang Medan dan disaksikan oleh 
Muspida, MUI, Kementrian Agama, Pejabat setempat, dan seluruh karyawan 
yang ada pada saat itu berjumlah 23 orang.  
PT, Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan 
terletak di Jl. Gatot Subroto No. 08, Kelurahan Wek II, Padangsidimpuan 
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Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Lokasi ini sangat mudah 
untuk dijangkau karena letak kantornya berada di pusat kota 
Padangsidimpuan yang terletak di Jl. Subroto disamping Horas Bakery dan 
dekat dengan lokasi perkantoran Polres, Pengadilan Negeri kota 
Padangsidimpuan dan Perkantoran lainnya. Adapun jumlah karyawan pada 
kantor cabang Padangsidimpuan sebanyak 23 orang karyawan.
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3. Visi, Misi dan Tujuan Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 
a. Visi 
“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di 
Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”. 
b. Misi 
Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan 
berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan 
berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang 
islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk 
memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.
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c. Tujuan Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 
Adapun tujuan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 
adalah sebagai berikut: 
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1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi dari masyarakat 
Indonesia, sehingga kesenjangan sosial ekonomi semakin berkurang 
dan akan melestarikan pembangunan nasional melalui: 
a) Peningkatan kualitas dan kuantitas usaha. 
b) Peningkatan kesempatan kerja. 
c) Peningkatan penghasilan masyarakat banyak. 
2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan 
terutama dalam bidang ekonomi keuangan. Selama ini masih cukup 
banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena 
masih menganggap bahwa bunga bank itu riba. 
3) Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat 
berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi 
masyarakat sehingga dapat menggalakkan usaha-usaha ekonomi 
rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan kedaerah-
daerah terpencil. 
4) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara 
ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka. 
4. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Padangsidimpuan 
Struktur oganisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Padangsidimpuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, 





struktur organisasi PT. Bank Mumalat Indonesia, Tbk Cabang 
Padangsidimpuan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
Gambar 4.1 






B. Pembahasan Hasil Penelitian Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan 
Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan 
1. Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pada PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan 
Pada praktiknya proses penjualan barang jaminan yaitu Hak 
Tanggungan berupa tanah dan bangunan oleh bank lebih sering dilakukan 
melalui penjualan dimuka umum atau lelang. Pelelangan merupakan langkah 
terakhir yang harus dilakukan oleh bank dalam sistem pengamanan dana 
terhadap objek pembiayaan nasabah yang bermasalah. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusdi (45 Tahun) sebagai Branch 
Collection Hybrid mengatakan bahwa: 
“Pelelangan atas barang jaminan dilakukan sebagai upaya terakhir bank untuk 
mendapatkan dana yang telah dikeluarkan bank atas pembiayaan nasabah yang 
bermasalah. Lelang ini bertujuan agar nasabah debitur yang telah 
merugikan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Padangsidimpuan memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban yang 
telah disepakati. Karena proses lelang inilah yang akan mengembalikan 





Eksekusi atas barang jaminan milik nasabah dilakukan oleh pihak 
bank, dalam hal ini pihak bank sebagai penyedia dana telah mengalami 
kerugian materil atas kelalaian (wanprestasi) nasabah sehingga untuk 
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menutupi semua kerugian tersebut maka barang jaminan nasabah harus di 
eksekusi dengan cara lelang. 
Bila kerugian yang dihadapi oleh nasabah dalam proses pengelolaan 
usaha bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan atau kelalaian dari nasabah 
dalam mengelola usahanya, bank sebagai pihak pemberi dana akan 
memberikan keringanan seperti pengurangan biaya angsuran dan barang 
jaminan nasabah tidak langsung dilelang.  
Adapun langkah selanjutnya, pihak bank terlebih dahulu memberikan 
surat peringatan kepada nasabah sebanyak tiga kali untuk memenuhi syarat 
keadaan wanprestasi, dimana penjelasan dari surat peringatan tersebut 
dijelaskan sebagai berikut:  
1. Surat peringatan pertama, maka status pembiayaan nasabah akan 
diturunkan dari pembiayaan dalam perhatian khusus, menjadi pembiayaan 
yang kurang lancar, apabila dalam jangka waktu satu minggu setelah 
dikirimkannya SP-1 namun belum juga ada itikad baik dari nasabah untuk 
menyelesaikan kewajibannya, maka bank akan menerbitkan SP-2. 
2. Surat peringatan kedua, menyebabkan bank menurunkan lagi status 
nasabah dari pembiayaan kurang lancar menjadi pembiayaan yang 
diragukan, dalam jangka waktu satu minggu setelah SP-2 dikirim dan 
nasabah belum juga menanggapi dengan sikap yang baik, maka 





3. Surat peringatan ketiga, dengan dikeluarkannya SP-3 ini maka bank akan 
menurunkan status pembiayaan nasabah dari pembiayaan yang diragukan 
menjadi pembiayaan bermasalah.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusdi (45 Tahun) sebagai Branch 
Collection Hybrid mengatakan bahwa: 
“Sebelum lelang barang jaminan diajukan kepada pihak KPKNL pihak 
bank juga sudah memberikan jangka waktu tertentu kepada pemilik 
barang jaminan untuk mencari pembeli sendiri untuk menjual barang 
jaminannya dengan cara sukarela dan mendapatkan harga diatas harga 
pasar. Apabila nasabah tetap tidak mampu melakukan kewajibannya 
meskipun pihak bank telah memberikan berbagai upaya untuk 
memperbaiki kondisi keuangan nasabahnya maka langkah terakhir yang 
harus dilakukan oleh pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 
Cabang Padangsidimpuan adalah dengan mengeksekusi jaminan yang 
telah diagunkan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 
Cabang Padangsidimpuan untuk di lelang melalui perantara KPKNL 




Proses penjualan barang jaminan yang dilakukan pada PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan secara prosedur 
telah memenuhi standar demi kelancaran pelaksanaan pelelangan. Maka 
pelaksanaan pelelangan barang jaminan ini haruslah memenuhi SOP (standar 
operating procedure) agar tercapainya persyaratan dan fungsi pelelangan 
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang 
berlaku. 
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Prosedur pelaksanaan lelang eksekusi atas barang jaminan sama 
dengan pelelangan biasa pada umumnya, akan tetapi pelelangan eksekusi 
dilakukan atas putusan Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor: 337/KMK 01/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Lelang telah ditentukan tahapan-tahapan dalam melaksanakan lelang barang 
hak tanggungan, yaitu: pertama persiapan lelang, kedua pelaksanaan lelang, 
ketiga risalah lelang dan keempat pembukuan dan pelaporan lelang. Adapun 
penjelasan terhadap keempat tahapan tersebut di atas adalah: 
a) Persiapan Lelang 
1) Permohonan Lelang  
Kreditur ataupun debitur yang bermaksud melakukan 
penjualan barang secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) terlebih dahulu harus mengajukan 
permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar dikeluarkan jadwal 
terkait hari dan tanggal pelaksanaan lelang, yang dilengkapi dengan 
dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.  
Adapun dokumen yang harus dilampirkan oleh PT. Bank 
Mumalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan yaitu 
sebagai berikut:
48
 1. Akad Pembiayaan, APHT dan SHT atau AJF dan 
SJF, 2. Surat keterangan mengenai agunan (objek lelang) serta 
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dokumen agunan, 3. Bukti wanprestasi, seperti surat peringatan atau 
somasi, 4. Perincian utang debitur yang harus dipenuhi, 5. Surat 
pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur, 6. SKPT 
untuk agunan tanah dan bangunan.  
Tata cara permohonan lelang diatur lebih lanjut oleh kepala 
badan lelang sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dan setelah 
masuk 2 minggu berkas yang diajukan oleh bank diterima oleh kantor 
lelang dan tidak ada permasalahan, maka langkah selanjutnya pihak 
bank menerbitkan pengumuman di surat kabar harian. 
2) Tempat Lelang  
Tempat pelaksanaan lelang harus berada dalam wilayah kerja 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tetapi tidak 
menutup kemungkinan lelang dapat dilakkan di tempat barang jaminan 
berada atau pun diluar wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun pengecualian terhadap 
ketentuan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persertujuan 
tertulis dari pejabat yang berwenang seperti tempat pelaksanaan lelang 









3) Syarat Lelang 
Adapun syarat dalam pelaksanaan lelang, yaitu sebagai berikut:
49
 
a) Setiap pelelangan tanah ataupun bangunan harus dilengkapi 
dengan surat keterangan tanah dari kantor badan pertanahan 
setempat. 
b) Lelang dilaksanakan pada jam dan hari kerja. Ketentuan ini bisa 
saja berubah apabila mendapat izin dari petugas lelang sebagai 
atasan langsung dari kantor pelelangan. 
Syarat umum yang telah disebutkan diatas, merupakan 
ketentuan dari kantor pelelangan, berdasarkan dari hasil analisis 
terhadap ketentuan lelang yang ditentukan oleh Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), ditentukan syarat-syarat 
lelang secara umum sebagai berikut: 1. Peserta lelang harus menyetor 
uang jaminan, jumlah uang jaminan lelang ini tergantung pada besar 
kecilnya objek hak tanggungan yang dilelang, 2. Penawaran lelang 
dilakukan secara lisan dan tulisan, 3. Pemenang lelang wajib 
membayar harga lelang secara tunai dalam jangka waktu 1 hari kerja, 
4. Peserta lelang tidak dapat mengajukan keberatan jika dikemudian 
hari telah dilakukan pembatalan atau penundaan jadwal lelang oleh 
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Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Padangsidimpuan. 
4) Penundaan dan Pembatalan Lelang 
 Lelang yang akan dilaksanakan hanya bisa dibatalkan dengan 
permintaan penjual atau putusan dari lembaga pengadilan. Penundaan 
dan pembatalan lelang ini harus diajukan secara tertulis oleh Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selama jangka 
waktu selambat-lambatnya 3 hari jam kerja sebelum tanggal 
pelaksanaan lelang dijalankan, tetapi tidak diperkenankan untuk 
penundaan dan pembatalan pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
5) Uang Jaminan Lelang 
Salah satu yang menjadi syarat dari peserta lelang adalah 
menyerahkan uang jaminan penawaran lelang yang besarnya 
ditentukan oleh penjual lelang atau Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL). Yang dimaksud dengan uang jaminan 
lelang yaitu uang yang disetor terlebih dahulu sebagai syarat sahnya 
menjadi peserta lelang. Uang jaminan penawaran lelang tersebut bisa 
ditransfer melalui rekening Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) atau langsung ke bendahara penerimaan Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Bagi peserta 





lelang, maka mereka dapat mengambil kembali uang jaminan tersebut 
tanpa ada potongan sedikitpun. 
6) Pengumuman Lelang 
Pengumuman lelang ini dilakukan baik melalui surat kabar 
harian, selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum atau 
media elektronik berupa TV atau internet di wilayah kerja kantor 
lelang. Dan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Padangsidimpan pengumuman lelang biasanya melalui surat kabar 
harian, dimana pihak bank terlebih dahulu membuat pengumuman di 
surat kabar Waspada dan Metro Tabagsel. Setelah pengumuman keluar 
di surat kabar kemudian pengumuman tersebut diserahkan kepada 
nasabah, ini merupakan bentuk pemberitahuan kepada nasabah bahwa 
sanya barang jaminannya sudah di daftarkan ke kantor lelang karena 
ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya. Peran 
kantor lelang disini adalah untuk menyebarluaskan pengumuman 
lelang kepada seluruh masyarakat ataupun pihak pembeli.  
Pengumuman lelang sekurang-kurangnya meliputi:
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 1) 
Identitas penjual. 2) Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan 
lelang. 3) Jenis dan jumlah barang. 4) Lokasi, luas tanah, jenis hak atas 
tanah, dan ada/tidak adanya bangunan (khusus tanah/tanah dan 
bangunan). 5) Jumlah, dan jenis/spesifikasi barang (khusus benda 
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bergerak). 6) Jangka waktu melihat objek lelang. 7) Uang jaminan 
penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat 
penyetoran. 8) Jangka waktu pembayaran harga lelang. 9) Harga limit 
dan cara penawaran lelang. 
b) Pelaksanaan Lelang 
Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan urutan-urutan sebagai berikut: 
1) Setiap pelaksanaan lelang harus dilaksanakan dihadapan pejabat 
lelang, jika hal ini tidak dilakukan maka pelelangan tersebut dianggap 
batal atau dinyatakan tidak sah.  
2) Khusus pelelangan eksekusi harus dilakukan secara langsung. 
3) Penawaran tertingggi yang dilakukan oleh peserta lelang secara 
tertulis dengan nilai yang sama atau melampaui batas, maka yang 
berhak menentukan satu orang pemenang lelang adalah pejabat lelang, 
dimana yang dimaksud pemenang disini adalah nasabah yang 
melakukan penawaran secara lisan yang hanya diikuti oleh peserta 
lelang yang penawarannya sama tinggi. 
4) Pada umumnya besar biaya lelang tergantung pada jenis barang yang 
akan dilelang, besar biaya lelang akan ditanggung oleh penjual. Hal 
ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 337/KMK.01/2000, besarnya 
biaya yang dikenakan kepada pembeli yaitu berkisar antara 3% dan 





lelang berkisar antara 1.5% dan 3%. Pertimbangan biaya ini 
disebabkan karena penjual lebih banyak menanggung kerugian dari 
segi materil dan non materil sehingga ditetapkanlah biaya lelang yang 
rendah untuk penjual. 
c) Risalah Lelang 
Salah satu hal yang paling penting dalam pelaksanaan lelang 
adalah harus ada risalah lelang. Hasil Lelang dituangkan dalam risalah 
lelang sebagai bentuk berita acara lelang dan diserahkan kepada 
pemenang lelang. Risalah lelang berisikian catatan atau rekaman 
tentang pelaksanaan lelang. Risalah lelang ini diatur dalam pasal 41 
sampai dengan pasal 49 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 
337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 
Berita acara lelang yang dibuat oleh pejabat lelang atau 
kuasanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para 
pihak. Tanpa adanya risalah lelang, pelelangan yang dilakukan pejabat 
lelang tidak sah (invalid). Apabila pelaksanaan lelang yang dilakukan 
tidak tertuang pada risalah lelang maka pelelangan barang jaminan 
tersebut tidak memberi kepastian hukum tentang hal-hal yang terjadi 
karena apa yang terjadi pada saat pelaksanaan lelang tersebut tidak 






Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusdi (45 Tahun) sebagai 
Branch Collection Hybrid mengatakan bahwa: 
“Risalah lelang yaitu berita acara yang didalamnya berisikan 
hasil penjualan lelang yang berisi terkait dokumen resmi dari 
jalannya penjualan lelang. Dalam risalah lelang ini sudah 
disusun secara teratur, jelas dan dipertanggungjawabkan oleh 
pejabat lelang dan para pihak (penjualan dan pembelian), 
sehingga pelaksanaan lelang yang disebutkan didalamnya 
dapat mengikat secara hukum. Tanpa adanya berita acara 
pelelangan atau risalah lelang maka pelelangan tersebut tidak 




d) Pembukuan dan Pelaporan Lelang 
Setelah pelaksanaan lelang selesai dan barang jaminan sudah 
terjual, maka kantor lelang akan membuat pembukuan dan pelaporan 
tentang pelaksanaan lelang. Yang membuat pembukuan dan 
pelaporan terkait pelaksanaan lelang tersebut adalah Bendaharawan 
Penerima Kantor Lelang. Kewajiban bendaharawan ini adalah:  
1) Melakukan pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran uang 
hasil pelaksanaan lelang.  
2) Membuat laporan/pertanggungjawaban semua penerimaan dan 
pengeluaran uang hasil pelaksanaan lelang. 
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2. Analisis Pembahasan Pelaksanaan Lelang Barang Pada PT Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan  
Berdasarkan landasan toeri pada bab sebelumnya terdapat beberapa 
faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelelangan atas barang 
jaminan yaitu: 
1. Kondisi ekonomi nasabah yang rendah. 
2. Kemauan nasabah untuk membayar hutangnya sangat rendah. 
3. Nilai jaminan lebih kecil dari hutang pokok. 
4. Usaha nasabah bangkrut. 
5. Pembiayaan yang diterima nasabah disalahgunakan. 
6. Manajemen usaha nasabah sangat lemah. 
7. Pembinaan kreditur terhadap nasabah sangat kurang. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang (30 Tahun) sebagai 
Branch Collection Hybrid mengatakan bahwa:
52
 
“Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelelangan atas arang 
jaminan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Padangsidimpuan salah satunya kondisi ekonomi nasabah yang rendah, 
kriteria nasabah seperti ini sering dijumpai di lapangan, nasabah bukan 
tidak mau untuk membayar hutangnya akan tetapi kondisi ekonomi 
dari nasabah tersebut yang kurang mendukung. Adapun faktor lain 
yaitu kemauan nasabah untuk membayar hutangnya sangat rendah, 
dalam hal ini nasabah memiliki kemampuan untuk membayar 
                                                          
52
 Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Staf di bagian Branch Collection Hybrid Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 24 Juni 2020 di PT. Bank 










Ada banyak faktor yang menyebabkan barang jaminan nasabah 
dilelang, yang menjadi faktor barang jaminan nasabah itu dilelang pada PT. 
Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan disebabkan 
karena kondisi ekonomi nasabah yang memang kurang mampu untuk 
melunasi hutangnya, faktor lain yaitu kemauan nasabah dalam membayar 
hutangnya masih sangat rendah. Disini nasabah bisa dinyatakan mampu 
membayar akan tetapi nasabah tersebut lebih mementingkan diri sendiri tanpa 
memikirkan kerugian yang akan dialami pihak bank akibat wanprestasi yang 
dilakukannya.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhar Winardi (30 Tahun) 
sebagai Branch Collection Hybrid mengatakan bahwa: 
“Sebelum lelang atas barang jaminan diajukan kepada kantor KPKNL 
pihak bank terlebih dahulu memberitahukan hal tersebut kepada pihak 
nasabah baik melalui sms maupun telepon, apabila pihak nasabah 
belum sanggup melunasi utangnya maka pihak bank akan memberikan 
keringanan seperti perpanjangan waktu pembayaran, dan jika nasabah 
tidak juga merespon peringatan tersebut maka pihak bank segera 
mengeluarkan surat penagihan untuk dilakukannya pelalangan atas 
barang jaminan dari nasabah tersebut. Surat peringatan ini diberikan 
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Sebelumnya pihak bank juga memberikan jangka waktu tertentu 
kepada pemilik agunan untuk menjual sendiri barang jaminannya dengan cara 
sukarela dan mendapatkan harga diatas harga pasar. Dan apabila dalam jangka 
waktu tiga bulan bulan nasabah tetap tidak mampu menjual barang jaminan 
tersebut, maka pihak bank akan mengajukan lelang kepada pihak KPKNL 
(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang) di kota Padangsidimpuan, 
karena lelang merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan oleh pihak 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan demi 
mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan bank kepada nasabah yang 
melakukan wanprestasi.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang (30 Tahun) 
sebagai Branch Collection Hybrid mengatakan bahwa: 
“Setelah bank mengajukan lelang kepada pihak KPKNL kemudian 
bank kembali memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang 
jaminannya sudah masuk pada tahap pelelangan. Dua minggu setelah 
berkas ini diterima pihak KPKNL dan dalam persyaratan berkasnya 
tidak ada permasalahan maka langkah selanjutnya adalah menerbitkan 
pengumuman di koran, dan pihak PT. Bank Muamalat Indnesia Tbk. 
Kantor Cabang Padangsidimpuan biasanya mengumumkan di koran 
Waspada dan Metro Tabagsel. Kemudian hasil pengumuman koran ini 
diserahkan kepada pihak nasabah sebagai bukti bahwa barang jaminan 
dari nasabah tersebut sudah diajukan kepada Kantor Pelayanan 
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Dan pelaksanaan lelang dilakukan sebulan setelah didaftarkan ke 
kantor KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) kota 
Padangsidimpuan. Nasabah wajib hadir pada saat pelelangan dilaksanakan, 
sekalipun nasabah tidak dapat hadir maka pelelangan tetap berlanjut dan 
dinyatakan sah karena ketidakhadiran nasabah bukan disebabkan oleh 
kelalaian dari pihak bank dan surat pemberitahuan pun sudah diberikan 
sebelumnya kepada nasabah. 
Harga lelang ditetapkan oleh pihak bank, dimana ada tiga tahapan 
dalam penetapan harga lelang pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Kantor Cabang Padangsidimpuan, yaitu:
56
 
1. Berdasarkan harga pasar, dimana yang dimaksud dengan harga pasar 
adalah diatas harga likuidasi. Misalnya pembiayaan yang diterima oleh 
nasabah sebesar Rp.150.000.000.00,- kemudian pihak bank menetapkan 
harga barang jaminan lelang tersebut sebesar Rp.200.000.000.00,-. 
Tujuannya agar nasabah juga mendapatkan keuntungan dari hasil lelang 
tersebut. 
2. 80% dari harga pasar 
3. Berdasarkan nilai likuidasi, dimana bank menawarkan harga sebesar 
jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah diawal akad. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang (30 Tahun) sebagai 
Branch Collection Hybrid mengatakan bahwa: 
“Penetapan harga lelang yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan tersebut berdasarkan 
survei jaminan yang dilakukan langsung oleh pihak PT. Bank 




Dilihat dari segi proses penjualan lelang atas barang jaminan yang 
dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Padangsidimpuan tidak bertentangan dengan jual beli yang dilarang oleh 
syariat Islam, dikarenakan tidak ada unsur penipuan dalam penetapan harga 
dan kerugian yang dialami pun tidak berdasarkan unsur kesengajaan dari 
pihak manapun. 
Pelaksanaan lelang pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 
Cabang Padangsidimpuan sepenuhnya dilakukan oleh pihak KPKNL (Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebulan setelah didaftarkan oleh 
pihak bank. Hasil lelang akan diberikan kepada nasabah yang sudah 
ditetapkan menjadi pemenang lelang.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhar Winardi (30 Tahun) 
sebagai Branch Collection Hybrid mengatakan bahwa: 
“Apabila dalam penjualan barang jaminan hasil lelang tersebut 
mendapat keuntungan, maka pihak bank akan menyerahkan sisa 
uangnya kepada nasabah setelah dikurangi biaya-biaya lelang. Jika 
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sebaliknya penjualan barang jaminan hasil lelang tersebut mengalami 
kerugian, maka nasabah harus membayar sebesar sisa hutangnya dan 





Dalam landasan teori pelelangan merupakan proses penjualan barang 
yang terbuka untuk masyarakat umum, demi mencapai harga tertinggi, yang 
didahului dengan pengumuman lelang dan dipimpin oleh pejabat lelang. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan dengan metode wawancara 
pelelangan dalam penelitian ini merupakan proses penjualan barang jaminan 
kepada calon pembeli dan diberikan kepada pemenang lelang berdasarkan 
prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Kantor Cabang Padangsidimpuan. Pelelangan ini berlaku bagi masyarakat 
umum karena sebelumnya sudah ada pemberitahuan kepada nasabah dan juga 
masyarakat terkait adanya pelelangan. 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: Analisis pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT. 
Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan disebabkan 
karena ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya atau biasa 
disebut dengan wanprestasi. Sebelum dilakukan pelelangan barang jaminan pihak 
bank terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan lelang. Kemudian 
persiapan pelalangan, pelaksanaan lelang diatur sepenuhnya oleh Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kemudian hasil lelang 
dituangkan dalam risalah lelang sebagai berita acara lelang dan diserahkan kepada 
pemenang lelang. Setelah pelaksanaan lelang selesai dilakukan, maka kantor 
lelang menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan tentang pelaksanaan lelang. 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:  
1. Diharapkan pihak bank untuk memberikan tidakan tegas kepada nasabah 
pemilik hak tanggungan agar berhadir pada saat pelelangan barang jaminan 
agar tidak ada pihak yang merasa terdzalimi. 
2. Disarankan kepada pihak PT. Bank Mauamalat Indonesia Tbk. Kantor 





jaminan tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, karena dengan 
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Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati keadaan PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan. Untuk memperoleh 
informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik di PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan dalah sebagai berikut: 
1. Lokasi  
2. Prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan 












Sebelumnya saya mendoakan Bapak dalam keadaan sehat wal‟afiat dan 
selalu berada dalam lindungan Allah SWT, sehingga Bapak dapat bermurah hati 
dalam memberikan informasi kepada saya.  
Dalam pernyataan ini saya susun semata-mata untuk memperoleh informasi 
yang dibutuhkan yaitu untuk menyelesaikan pendidikan saya di jurusan 
Perbankan Syari‟ah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. 
Dengan data yang Bapak berikan tersebut tidak akan menimbulkan  
masalah dikemudian hari. Atas kemurahan hati Bapak memberikan jawaban atas 
pertanyaan yang saya ajukan, saya ucapkan terima kasih.  
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3. Jenis kelamin 
4. Jabatan  
III. Pertanyaan yang diajukan kepada pihak bank  
1. Bagaimana persiapan sebelum dilakukan pelelangan atas barang jaminan 





2. Apa penyebab terjadinya pelelangan barang jaminan pada PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan? 
3. Siapa yang berhak menetapkan harga lelang atas barang jaminan yang akan 
dilelang? 
4. Bagaimana apabila nasabah tidak mau barang jaminannya dilelang? 
5. Apa saja jaminan yang diterima oleh pihak PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan? 
6. Apakah nasabah datang pada saat pelaksanaan lelang barang jaminan 
dilakukan? 
7. Apakah dalam kegiatan pelelangan atas barang jaminan ada pihak yang 
dirugikan? 







































































































Pengumuman Lelang di Koran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 
Risalah Lelang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
